
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 178/PMIZ.04/2019 

TENTANG 

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI. 

Menimbang 

BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, 

DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian terhadap barang 

yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai 

negara, dan barang yang n1enjadi milik negara telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Barang yang 

Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai 

Negara. dan Barang yang Menjadi Milik Negara; 

b. bahwa untuk lebih me1nberikan kepastian hukun1 dalmn 

penatausahaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan 

tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang 

yang menjadi milik negara, perlu 1nelakukan 

penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai 

penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

· barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 

milik negara; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a clan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Unclang

Unclang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah cliubah clengan Unclang-Unclang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Unclang

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

perlu n1enetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penyelesaian Terhaclap Barang yang Dinyatakan Ticlak 

Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang 

Menjacli Milik Negara; 

Unclang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Unclang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG 

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN 

TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN 

BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud clengan: 

1. Daerah Pabean aclalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah clarat, perairan, clan ruang uclara eli 

atasnya, serta tempat-tempat tertentu eli Zona Ekonomi 

Eksklusif clan lanclas kontinen yang eli clalamnya berlaku 

Unclang-Unclang Kepabeanan. 
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2. Buku Catatan Pabean adalah buku daftar atau formulir 

dalam bentuk cetak atau rekaman pada media elektronik 

yang digunakan dalam penatausahaan pemberitahuan 

pabean yang cligunakan untuk pemenuhan kewajiban 

pabean. 

3. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya 

disingkat TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau 

tempat lain yang disamakan dengan itu eli kawasan 

pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu 

pemuatan atau pengeluarannya. 

4. Tempat Penilnbunan Berikat yang selanjutnya disingkat 

TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang 

n1emenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk 

n1enilnbun barang dengan tujuan tertentu dengan 

mendapatkan penangguhan bea masuk. 

5. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat 

TPP adalah bangunan dan/ a tau lapangan a tau tern pat 

lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh 

pemerintah eli kantor pabean, yang berada eli bawah 

pengelolaan Direktorat J enderal Bea dan Cukai untuk 

menyilnpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 

milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

6. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk adalah penyelenggara 

pos yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk 

memberikan layanan internasional sebagaimana diatur 

dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union) . 

7. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT 

adalah penyelenggara pos yang memperoleh ijin usaha 

dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, 

dokumen, dan paket sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan eli bidang pos. 

8. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

urn urn dengan penawaran harga secara tertulis dan/ a tau 

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 

mencapai harga tertinggi yang didahului dengan 

pengumuman lelang. 
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9. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan 

wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. 

10. Hi bah adalah pengalihan kepemilikan barang yang 

dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, 

dan/atau barang yang menjadi milik negara kepada 

pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas dan 

fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, 

keagmnaan, dan kemanusiaan tanpa 1nen1peroleh 

penggantian. 

11. Penetapan Status Penggunaan adalah keputusan 

pengelola barang yang 1nemberi kewenangan mengelola 

barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 

dikuasai negara, dan barang yang menjadi 1nilik negara 

kepada pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas 

dan fungsi kementerian/ lembaga. 

12. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang yang 

menjadi milik negara dm·i daftar buku catatan pabean 

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 

berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dari 

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam penguasaannya. 

13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas 

suatu obyek pacta saat tertentu dalmn rangka pengelolaan 

barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 

dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. 

14. Nilai Pasar selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut 

Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pacta tanggal 

penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, 

hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara 

pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat 

~1enjual atau antara penyewa yang berniat menyewa dan 

pihak yang berminat untuk menyewakan dalam suatu 

transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan 

secara layak dalam waktu cukup, dimana kedua pihak 

masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut 

bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan. 

t; 
~ 
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15. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui 

Lelang setelah n1emperhitungkan risiko penjualannya. 

16. Barang Larangan atau Pe1nbatasan adalah barang yang 

dilarang atau dibatasi pen1asukannya ke dalam Daerah 

Pabean atau pengeluarannya dari Daerah Pabean 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

17. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer 

yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka 

pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 

18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan 

Cukai. 

20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

21. ~an tor Pelayanan Direktorat J encleral Bea clan Cukai 

yang selanjutnya clisebut Kantor Pelayanan adalah Kantor 

Pelayanan Utama Bea clan Cukai atau Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 

22. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jencleral Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 

U ndang-U nclang Kepabeanan. 

BAB II 

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI 

Pasal2 

(1) Barang yang dinyatakan tidak clikuasai yaitu: 

a. barang yang clitimbun eli TPS yang melebihi · jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya; 

b. barang yang tidak clikeluarkan clari TPB yang telah 

dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari sejak pencabutan izin; atau 
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c. barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang 

Ditunjuk: 

1. yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju 

clan tidak dapat dikirim kembali kepada 

pengirim eli luar Daerah Pabean; atau 

2. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang 

diterima kembali karena ditolak atau tidak 

dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, 

dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara 

Pos yang Ditunjuk. 

(2) Barang yang ditimbun eli TPS yang melebihi jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya sebagaimana 

climaksud pada ayat (1) huruf a merupakan: 

a. barang yang sama sekali tidak diajukan 

pemberitahuan pabean impor; 

b. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean 

impor yang telah mendapatkan nmnor dan tanggal 

pendaftaran, tetapi belum mendapatkan persetujuan 

pengeluaran impor; atau 

c. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean 

ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut. 

(3) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS 

lain, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagain1ana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak barang 

ditimbun eli: 

a. TPS asal tempat barang tersebut pertama kali 

dilakukan pembongkaran, untuk pemindahan lokasi 

penimbunan dari TPS ke TPS lain dalam kawasan 

pabean yang sama; atau 

b. TPS eli kawasan pabean lain, untuk pemindahan 

lokasi penimbunan dari TPS ke TPS eli kawasan 

pabean lain . 
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(4) Awal waktu penimbunan di TPS sebagaimana dimaksud 

pacta ayat ( 1) huruf a, ditentukan berdasarkan dokumen 

dan/ a tau data penimbunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan 

barang di TPS. 

(5) Barang yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju 

dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar 

Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

huruf c angka 1, merupakan barang yang dikirim melalui 

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk yang tidak terkirim 

kepada penerima barang dalam jangka waktu 60 (enam 

puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

pengeluaran barang yang diterbitkan oleh Pejabat Bea 

dan Cukai yang menangani barang kiriman. 

(6) Penyelesaian atas barang impor yang ditimbun di TPS 

yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan 

telah mendapatkan penetapaJ;l tarif dan/ a tau nilai 

pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, dilaksanaka11 sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

1~1engenai penagihan bea masuk dan/ a tau cukai. 

Pasal3 

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang n1elaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan 

tidak dikuasai atas nama Kepala Kantor Pelayanan, 

menyatakan status barang yang dinyatakan tidak 

dikuasai terhadap barang impor atau barang ekspor 

dengan membukukan dalam Buku Catatan Pabean 

mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai. 

(2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang telah 

dibukukan sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1), 

disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai 

TPP dan dipungut sewa gudang. 
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(3) Sewa guelang sebagaimana elimaksuel paela ayat (2), 

elihitung sejak barang yang elinyatakan tielak elikuasai 

qisimpan eli TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai 

TPP sampai elengan: 

a . penetapan harga terenelah lelang, elalam hal barang 

yang elinyatakan tidak elikuasai akan dilelang; atau 

b. pacta saat barang dikeluarkan dari TPP atau tempat 

lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal barang 

yang dinyatakan tidak dikuasai eliselesaikan 

kewajiban pabeannya. 

(4) Sewa gudang sebagaimana dimaksud paela ayat (3) 

dihitung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. 

(5) Atas peminelahan barang yang dinyatakan tidak elikuasai 

ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, 

biaya penimbunan barang yang dinyatakan tidak 

dikuasai eli TPS dilunasi oleh: 

a. pemenang lelang, pacta saat barang selesai dilelang; 

a tau 

b. importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, 

pacta saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya. 

(6) Atas peminelahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai 

ke TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, 

Pengusaha TPS memberikan penangguhan pen1bayaran 

biaya penimbunan barang yang dinyatakan tielak 

dikuasai di TPS. 

(7) Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secm·a tertulis 

kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan / atau 

kuasanya untuk segera n1enyelesaikan kewajiban pabean 

yang terkait elengan barang yang dinyatakan tidak 

dikuasai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak 

disimpan eli TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai 

TPP. 

(8) Dalam hal barang yang dinyatakan tidak dikuasai 

berasal dari barang kiriman, pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud paela ayat (7) dapat elisampaikan 

kepada Penyelenggara Pos yang Ditunjuk atau PJT. 
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(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pacta ayat (7) 

menggunakan contoh format yang tercanh.nn dalam 

Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal4 

( 1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana 

dimaksud dalan1 Pasal2 ayat (1) yang: 

a. busuk, segera dimusnahkan; 

b. karena sifatnya: 

1. tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat 

busuk seperti buah segar dan sayur segar; 

2. merusak atau mencemari barang lainnya, 

seperti asam sulfat dan belerang; 

3. berbahaya, seperti barang yang mudah 

meledak; atau 

4. pengurusannya memerlukan biaya tinggi, 

seperti barang yang harus disimpan dalam 

ruangan pendingin, 

segera dilelang dengan me1nberitahukan secm·a 

tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, 

dan/atau kuasanya, sepanjang bukan 1nerupakan 

barang yang dilarm1g atau dibatasi untuk diimpor 

atau diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pejabat Bea dan Cukai yang 1nelaksanakan tugas dan 

fungsi eli bidang pengelolaan barang yang dinyatakan 

tidak dikuasai, melakukan pencacahan terhadap barang 

yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) setelah 60 (enam puluh) hari 

terhitung sejak disimpan eli TPP atau tempat lain yang 

berfungsi sebagai TPP. 

(3) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dm1 

fungsi eli bidang pengelolaan barang yang clinyatakan 

tidak dikuasai, clapat melakukan pencacahan terhadap 

bm·ang yang dinyatakan tidak dikuasai sebelum jangka 
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waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan eli 

TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk 

mengetahui jenis, sifat, dan/ a tau kondisi barang. 

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (l) huruf b n1enggunakan contoh format yang 

tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal5 

( l) Barang ycu1.g dinyatakan tidak dikuasai yang merupakcu1. 

barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor 

dinyatakan sebagai barang yang menjadi milik negara. 

(2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan 

barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor dapat 

diselesaikan kewajiban pabeannya oleh irnportir, 

eksportir, pemiliknya, atau kuasanya, dalam jangka 

waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan eli 

TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. 

(3) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai ditetapkan 

rnenjadi barang yang menjadi milik negara apabila tidak 

diselesaikan kewajiban pabeannya clalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pacta ayat (2). 

Pasal6 

(l) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal4 ayat (l) hurufb dan barang yang 

dinyatakan tidak dikuasai yang bukan merupakan barang 

yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor 

yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam 

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan eli TPP 

atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ditetapkan 

untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan. 

(2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang telah 

ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksucl pacta 

ayat ( l) diadministrasikan dalam rencana pelelangan 

barang. 
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